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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

SHQXOLV� \DQJ� GLEHUL� MXGXO� ´Legislator Wakil Rakyat atau Wakil 

Partaiµ�� 6D\D� PHQ\DGDUL� EDKZD� VDQJDWODK� VXOLW� EDJL� VD\D� XQWXN�

menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca. 

Sistem pemerintahan di Indonesia adalah Demokrasi yakni 

dari rakyat untuk rakyat, sehingga terdapat PEMILU (Pemilihan 

Umum) untuk menetukan calon - calan pemimpin dan wakil 

rakyat dari Wali Kota/Bupati, Gubernur, Legesltif sampai 

Presiden. Di dalam Pemilu ini tentu peran Partai Politik sangat 

penting karena dari partai politiklah calon ² calon wakil rakyat ini 

berkompetisi untuk meraih kursi  dengan suara terbanyak, yakni 

salah satunya kursi di DPR RI yang merupakan lembaga 

perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga 

negara yang berasal dari partai politik. 

Dalam definisinya, partai politik merupakan sarana bagi 

warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses 

pengelolaan negara, maka kesadaraan politik warga negara 

menjadi faktor dalam partisipasi politik masyarakat, artinya 

berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata 

saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini 

akan membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. 
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BAB 

1 KONSTITUSI NEGARA INDONESIA 

 

 

Pada konstitusi negara Indonesia dinyatakan bahwa 

kedaulatan ada ditangan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan 

melalui pemilihan umum sebagai salah satu unsur atau syarat 

yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara atau 

pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan.Istilah kedaulatan 

pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin pada tahun 1539-1596.  

0HQXUXW� -HDQ� %RGLQ� GDODP� EXNXQ\D� \DQJ� EHUMXGXO� ´Six 

livres de la republiqueµ�� EDKZD� NHGDXOatan adalah kekuasaan 

tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya tanpa adanya 

suatu pembatasan apapun dari undang-undan1.Kedaulatan ini 

sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. 

Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, 

sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti 

kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. 

Sedangkan abadi berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-

menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya pemerintah dapat 

berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal 

dunia, tetapi negara dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa 

terputus-putus.2 

 
1  -HDQ�%RGLQ��´Six livres de la republiqueµ��GDODPMuin Fahmal,dkk, 1981, 

Ilmu Negara Umum Hubungan Pusat dan Daerah, Zainal Bintang, 
Ujung Pandang. Hal. 63.. 

2  Mustafa Lutfi, 2011, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, 
Setara Press, Malang, Hal. 48. Lihat pula Muin Fahmal,dkk, 1981, Ilmu 
Negara Umum Hubungan Pusat dan Daerah, Zainal Bintang, Ujung 
Pandang, Hal, 56. 

KONSTITUSI  
NEGARA INDONESIA 
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BAB 

2 PEMILU INDONESIA 
 

 

A. Praktek Pemilihan Umum Di Indonesia 

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, 

pemilihan umum DPR-RI pada tahun 2014 adalah 

menggunakan sistem pemilihan umum proporsional. Jumlah 

kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam 

puluh)dimana setiap daerah pemilihan anggota DPR paling 

sedikit 3 (tiga) kursi danpaling banyak 10 (sepuluh) kursi (vide 

Pasal 21 jo Pasal 22 (2) UU Nomor 8 Tahun2012). Hal ini 

menandakan sistem pemilihan umum Indonesia berkarakter 

multimember constituency dimana setiap daerah pemilihan 

menentukan wakil terpilihlebih dari satu kandidat. 

Penegasan sistem pemilu proporsional dimuat dalam 

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menentukan 

bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR,DPRD provinsi, 

dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan system 

proporsional terbuka. Secara terminologi sistem proporsional 

terbuka yangdigunakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 

dianggap kurang tepat mengingatkategorisasi sistem pemilu, 

yakni sistem perwakilan proporsional berada pada dua lingkup 

umum, yakni List Proportional Representation (List PR) dan 

SingleTransferable Vote (STV). Pada sistem list proportional 

representation kemudiandapat digolongkan karakteristik daftar 

yang digunakan dimana salah satunyaadalah daftar terbuka 

(open list) Secara konseptual, sistem perwakilanproporsional 

dengan daftar terbuka adalah bahasa hukum yang tepat 

PEMILU 

INDONESIA 
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BAB 

3 PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI 

PERWAKILAN 
 

A. Pengertian Partai Politik  

Dari sisi etimologis, menurut Laica Marzuki, kata partai 

berasal dari bahasa Latin pars yang berarti bagian, karena 

hanya satu bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya 

bagian-bagian lain. Oleh karena itu jika hanya terdapat satu 

partai dalam satu Negara berarti tidak sesuai dengan makna 

etimologis dari partai itu sendiri.45 

Pengertian dari sisi etimologis juga dikemukakan oleh 

Jimly Asshiddiqie. Partai berasal dari akar kata part yang 

berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada 

golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan 

kesamaan tertentu seperti tujuan, idiologi, agama bahkan 

kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi 

secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah 

aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi 

keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. 

Didalam perkembangannya, kata partai lebih banyak 

diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi 

masyarakat yang bergerak dibidang politik.46 

Miriam Budiarjo, menurutnya bahwa Partai Politik 

adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya 

 
45  Laica Marzuki, dalam MuFKDPDG� $OL� 6DID·DW� �� ´3HPEXEDUDQ� 3DUWDL�

Politik : Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam 
pergulatan Republik, Hal. 30 

46  Jimlly Asshiddiqie, 1986, Pergumulan peran pemerintah dan parlemen 
dalam sejarah; telaah perbandingan konstitusi berbagai Negara, 
UI;Press, Jakarta, hal. 30-31 

PARTAI POLITIK DALAM  
DEMOKRASI PERWAKILAN 
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BAB 

4 EKSISTENSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 
 

 

A. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat 

penting di Indoneia, di samping perangkat kenegaraan lain 

yang melaksanakan publik demokrasi.96 Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI 

dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwailan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rak\DW�'DHUDK�\DQJ�PHQ\DWDNDQ�EDKZD�� ´'35�5,� WHUGLUL� DWDV 

anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih 

melalui pemilihan XPXPµ�� VHODQMXWQ\D� 3DVDO� ��� PHQ\DWDNDQ�

EDKZD��´'35�5,�PHUXSDNDQ Lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai Lembaga 1HJDUDµ� 

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal 

dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang 

melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI merupakan lembaga 

perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat 

penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah 

satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui 

wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan 

 
96  5DWQLD�VROLKDK�GDQ�6LWL�:LWLDQWL�´3HODNVDQDDQ�)XQJVL�/HJLVODVL�'HZDQ�

Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya 

0HQJDWDVLQ\Dµ��COSMOGOV¸ Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.  

 

EKSISTENSI LEMBAGA 

PERWAKILAN RAKYAT 
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BAB 

5 HAK IMUNITAS DITINJAU DARI DEMOKRASI 
 

 

A. Perkembangan Hak Imunitas 

Menurut Bagir manan dalam bukunya menjelaskan hak 

imunitas yaitu hak kekebalan seorang anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dari proses hukum tertentu, kecuali 

imunitas tersebut tanggal  atau ditanggalkan.110 Keberadaan 

hak imuitas ini sangatlah penting ditinjau dari demokrasi 

mengingat apabila tidak ada hak ini maka anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat akan diliputi rasa ragu-ragu dan cemas, 

bahkan khawatir dan takut jangan-jangan ucapannya dalam 

rapat di Dewan Perwakilan Rakyat akan berdampak negatif 

dimata hukum dan ucapannya akan menjeratnya dalam kasus 

hukum.  

Biasanya dari ucapannya akan direspon dari pihak lain 

yang tidak suka atau yang menjadi objek dari ucapannya 

tersebut dengan tuntunan hukum minimal dugaan tindak 

pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan 

demikian keberadaan hak imunitas akan mendorong 

peningkatan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

menjalankan tugasnya yang dalam tahap berikutnya akan 

memperkuat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam perkembangannya hak imunitas telah diatur 

didalam Pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 selain itu adapun 

 
110  Bagir Manan, 2005, DPR,DPD, dan MPR UUD 1945 Baru, Yogyakarta, 

FH-UII Press,hlm. 45. 
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BAB 

6 RELASI PARLEMEN DENGAN KONSTITUEN 
 

 

A. legislatif dengan kontituen 

Membicarakan relasi legislatif dengan kontituen 

sangatlah penting dalam konteks sistem demokrasi perwakilan. 

Dalam sistem demokrasi perwakilan, seorang legislatif yang 

dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum memiliki ikatan 

yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. Bahkan, logika 

representasi merupakan konsep sentral dalam demokrasi 

perwakilan. Dikatakan demikian karena dalam demokrasi 

perwakilan bisa terjadi ketika seorang pemilik suara memilih 

seorang agen untuk mewakili kepentingannya di tengah rezim 

pemerintahan yang memiliki demokrasi sebagai sistem. 

Karena itu, inti demokrasi perwakilan sebetulnya terletak 

dari pola hubungan antara konstituen dengan politisi yang 

terpilih menjadi anggota parlemen. Dalam hubungan tersebut, 

kontituen merupakan pemegang mandat dan anggota 

parlemen terpilih sebagai agen yang menjalankan mandat.121 

Penjelasan di atas ingin mengatakan bahwa pola relasi 

antar konstituen dengan anggota parlemen sangat baik. 

Pemahaman ini bisa dijelaskan melalui pelacakan sejumlah 

literatur mengenai representasi. Secara konseptual, pola relasi 

antara konstituen dengan anggota parlamen akan dijelaskan 

secara mendalam, kritis dan menyeluruh. Dalam pola relasi 

tersebut, tentunya tidak selalu baik tetapi kadang-kadang juga 

 
121  Abdur Rozaki dkk, Dari Representasi Simbolik Menju Representasi 

Substantif, Jogjakarta, IRE, 2014. hlm.19  

 

RELASI PARLEMEN 

DENGAN KONSTITUEN 



98 

BAB 

7 HUBUNGAN WAKIL RAKYAT DAN RAKYAT 
 

 

A. Partisipasi Politik Warga Negara 

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme 

demokrasi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa 

rakyat memiliki kekuasaan (kedaulatan) yang tertinggi. 

Partisipasi politik ialah kegiatan warga Negara biasa 

dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 

kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin 

pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, 

mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan 

keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan 

suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon 

pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin, dan 

memilih wakil dalam pemilihan umum. 

Mekanisme terhadap penyerahan kedaulatan rakyat ini, 

akan dilakukan melalui wakilnya (representative democracy) 

adalah melalui Pemilu. Kemudian pemilihan umum menjadi 

salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan 

kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang 

akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang 

akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. 

Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-

orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke 

dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun 

di tingkat nasional. Di Indonesia lembaga negara yang menjadi 

wakil rakyat di pemerintahan adalah Dewan Perwakiran 

HUBUNGAN  

WAKIL RAKYAT 

DAN RAKYAT 
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BAB 

8 IDEOLOGI PARTAI DAN FIGUR POLITIK 
 

 

A. Kehadiran Figur Politik 

Penentuan pilihan politik bagi seluruh masryakat 

pemilih hampir di seluruh dunia dewasa ini sudah mulai 

ditentukan oleh kehadiran sosok atau figure calon dalam 

politik. Terdapat pergeseran pemilihan dewasa ini untuk 

menentukan pilihan partai politik bagi para pemilih 

sebagaimana misalnya diutarakan oleh Alan Ware.  

Menurut Alan Ware, dalam konteks kepartaian saat ini 

tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran nama sebuah 

partai, tetapi justru mengandalkan kandidat yang dikenal oleh 

public dan yang bisa diterima oleh public secara luas. Bahkan, 

ideologi yang selama ini menjadi andalan dari partai sering 

terpinggirkan oleh kualitas dari pelaksanaan konkrit atas 

program partai yang kemudian menjadi penilaian penting dari 

pemilih. Pada tataran penempatan kader, sering terbuka ruang 

untuk terjadinya perbedaan fenomena politik yang 

melatarbelakangi dan menentukan keputusan hasil akhirnya 

yang memungkinkan terjadinya perbedaan dan adanya unsur 

kesamaan terkait peranan elit partai.  

Kemungkinan terjadinya variasi dalam proses 

penempatan calon legislative sebuah partai misalnya, tentu 

tidak bisa terlepas dari adanya faksi-faksi yang berkembang di 

organisasi partai. Bahkan dalam tataran lebih tinggi, tidak 

sedikit penentuan lokasi dan daerah pemilihan calon partai 

menjadi pertimbangan sangat serius bagi setiap partai politik. 

Terdapat kebutuhan bagi elit dalam mengendalikan jalannnya 

IDEOLOGI PARTAI 

DAN FIGUR POLITIK 
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Dr. Moh. Yusuf Hasmin, SH.,MH, 

lahir di Kota Palu Provinsi Sulawesi 

Tengah, 21 Juni 1974. Pendiikan S1 

Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palu selesai Tahun 

2004. S2 Magister Ilmu Hukum 
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Makassar selesai Tahun 2013. S3 
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